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ABSTRAK

PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI PASCA DIBERLAKUKANNYA PERATURAN
PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN
PELAKSANAAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL

Oleh
IDWIN SAPUTRA

Pemberlakuan peraturan perundang-undangan idealnya relevan dan sinergi dengan
upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagai kejahatan luar biasa, tetapi
pemberlakukan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional berpotensi menghambat penegakan hukum
terhadap tindak pidana korupsi. Permasalahan penelitian: Bagaimanakah perspektif
penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi pasca diberlakukannya
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 dan bagaimanakah implikasi Peraturan
Presiden Nomor 3 Tahun 2016 terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia?

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris.
Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, Narasumber
terdiri dari Kepala Seksi Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara dan Kepala Seksi
Intelijen pada Kejaksaan Negeri Way Kanan serta Akademisi Fakultas Hukum
Universitas Lampung . Data dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh simpulan.

Hasil penelitian menunjukkan: Perspektif penegakan hukum terhadap pelaku tindak
pidana korupsi pasca diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016
menunjukkan adanya potensi intervensi oleh pemerintah atas proses penegakan
hukum dan kekuasaan kehakiman, karena proses penegakan hukum atas dugaan
penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Proyek Strategis
Nasional menjadi tertunda karena harus menunggu dan mendahulukan proses
administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
administrasi pemerintahan. Implikasi hukum pemberlakuan Peraturan Presiden
Nomor 3 Tahun 2016 terhadap penegakan hukum atas tindak pidana korupsi adalah
tidak efektif tidak relevan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya
ringan. Selain itu tidak sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi sebagai extra
ordinary crime/white collar crime yang memerlukan upaya penegakan hukum
pidana secara luar biasa pula.

Pemerintah disarankan untuk melakukan revisi atas pemberlakuan Peraturan
Presiden Nomor 3 Tahun 2016. Sedangkan bagi aparat penegak hukum disarankan
untuk melaksanakan penegakan hukum dengan menjunjung tinggi asas kesamaan
warga negara di depan hukum

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Korupsi, Proyek Strategis



ABSTRACT

PERSPECTIVE OF LAW ENFORCEMENT AGAINST PERPETRATORS OF
CORRUPTION AFTER THE ENACTMENT OF THE PRESIDENTIAL
DECREE NO. 3 OF 2016 REGARDING ACCELERATION
OF NATIONAL STRATEGIC PROJECTS

By
IDWIN SAPUTRA

Enforcement of legislation relevant ideally be aligned with efforts to combat
corruption, as an extraordinary crime, but the imposition of Presidential Decree No.
3 of 2016 on Accelerating the Implementation of the National Strategic Project has
the potential to impede law enforcement against corruption. The research problem:
How does the perspective of law enforcement against perpetrators of corruption
after the enactment of the Presidential Decree No. 3 of 2016 and how the
implications of Presidential Decree No. 3 of 2016 on the eradication of corruption
in Indonesia?

The approach used in this study is normative and empirical jurisdiction. The data
collection is done through library research and field studies, Resource consists of
Head of Section for Civil and State Administrative Law and Section Head of
Intelligence at the State Attorney and the Right Way Academics Faculty of Law,
University of Lampung. Data were analyzed qualitatively to obtain conclusions.

The results showed: Perspectives law enforcement against perpetrators of
corruption after the enactment of the Presidential Decree No. 3 of 2016 suggest the
potential for intervention by the government on the law enforcement and judicial
authorities for law enforcement agencies on allegations of misconduct or abuse of
authority in the implementation of projects of the National Strategic become delayed
because of having to wait and put the administrative process in accordance with the
provisions of the legislation in the field of public administration. The legal
implications of the Regulation of President Number 3 of 2016 against law
enforcement on corruption is not effectively irrelevant to the principle of justice that
is simple, fast and inexpensive. In addition to the spirit of fighting corruption as
extraordinary crime / white collar crime that requires a criminal law enforcement
efforts are also remarkable.

The government is advised to do a revision of the implementation of Presidential
Decree No. 3 of 2016. As for the law enforcement officers are advised to carry out
law enforcement to uphold the similarity of citizens before the law

Keywords: Law Enforcement, Corruption, Strategic Projects
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|. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (UUPTK) adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan
oleh seseorang atau korporasi dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau
korporasi, dengan cara menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang

melekat pada jabatannya dan berdampak pada kerugian keuangan negara.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UUPTK tindak pidana korupsi dirumuskan:
“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya
diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup
atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua
puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan pengertian korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPTPK di atas, maka

diketahui bahwa terdapat tiga unsur tindak pidana korupsi yaitu pelaku tindak pidana

yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau

orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian

negara.



Unsur melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang bisa dilakukan oleh setiap orang, sedangkan
menyalahgunakan wewenang adalah juga perbuatan yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan, hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang
mempunyai kewenangan dan kapasitas tertentu yang terkait dengan jabatannya
terkait dengan prosedural. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana
yang ada terkait dengan posisinya selaku penyelenggara negara atau pegawai negeri
di institusi itu secara salah, dapat disebut sebagai “misbruik van gesag atau van
bevoeg”, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan dan kewenangan tersebut digunakan tidak sesuai

dengan tugas jabatannya. *

Unsur memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi (Pasal 2 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001) dan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi ” (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001), merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak
perlu pelaku tindak pidana korupsi harus menikmati sendiri uang hasil tindak pidana
korupsi, cukup si pelaku memperkaya orang lain atau menguntungkan orang lain.
Unsur "memperkaya diri” merupakan bertambah kekayaannya atau pelaku berpola
hidup mewah tanpa hak di dalam menikmati hasil korupsinya dalam kehidupan
sehari-harinya, tetapi dalam praktek setiap tindakan dari subyek hukum yang
menimbulkan kerugian negara, baik itu karena tanda tangan, pemindahan buku,

mengambil, menyerahkan, menyimpan diluar prosedur yang berlaku, maka perbuatan

! Halim, Pemberantasan Korupsi, Jakarta: Rajawali Press, 2004, him. 47.



tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan memperkaya diri.  Unsur
”menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi”, artinya pelaku
memperoleh  fasilitas atau kemudahan sebagai akibat dari perbuatan

menyalahgunakan wewenang atau prosedur.

Tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus di luar KUHP, yaitu hukum
pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan
perbuatan-perbuatan khusus, termasuk didalamnya hukum pidana militer (golongan
orang orang khusus) dan hukum pidana fiskal (perbutan-perbuatan khusus) dan
hukum pidana ekonomi. Disamping hukum pidana khusus ini, hukum pidana umum

(ius commune) tetap berlaku sebagai hukum yang menambah (aanvullend rech)?

Pidana khusus ini memuat ketentuan-ketentuan di luar ketentuan pidana umum yang
menyangkut sekelompok orang atau perbuatan-perbuatan tertentu. Kekhususan dari
hukum pidana khusus dapat dilihat adanya ketentuan mengenai dapat dipidana suatu
perbuatan, ketentuan tentang pidana dan tindakan dan mengenai dapat dituntutnya
perbuatan. Penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan umum inilah yang
merupakan ciri-ciri dari hukum pidana khusus. Gejala-gejala adanya pidana delik-
delik khusus menunjuk kapada adanya diferensiasi dalam hukum pidana, suatu
kecenderungan yang bertentangan dengan unifikasi dan ketentuan-ketentuan umum
dari hukum pidana khusus mempunyai tujuan dan fungsi sendiri, akan tetapi azas-

azas hukum pidana khususnya "tiada pidana tanpa kesalahan™ harus tetap dihormati.

2 1bid, him. 49.



Pemerintah Indonesia dalam upaya mewujudkan supremasi hukum, telah meletakkan
landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi.
Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan,
antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor
XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
serta Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.®

Tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja
terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa
dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis
juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi
masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat
digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar

biasa, oleh karena itu diperlukan penegakan hukum yang komprehensif.

Upaya untuk menjamin penegakan hukum harus dilaksanakan secara benar, adil,
tidak ada kesewenang-wenangan, tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, ada beberapa
asas yang harus selalu tampil dalam setiap penegakan hukum, yaitu asas tidak

berpihak (impartiality), asas kejujuran dalam memeriksa dan memutus (fairness),

3 Eddy Mulyadi Soepardi, Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak
Pidana Korupsi, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 2009, him. 3.



asas beracara benar (prosedural due process), asas menerapkan hukum secara benar
yang menjamin dan melindungi hak-hak substantif pencari keadilan dan kepentingan
sosial (lingkungan), asas jaminan bebas dari segala tekanan dan kekerasan dalam
proses peradilan. Sistem peradilan pidana sebagai pelaksanaan penegakan hukum
terdiri dari beberapa badan yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga

pemasyarakatan, yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya.”

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime), karena
akibat yang ditimbulkan tindak pidana ini berdampak luas, merugikan segala bidang
kehidupan dalam masyarakat. dikatakan sebagai extraordinary dikarenakan tindak
pidana korupsi sangat merugikan negara atau perekonomian negara dan menghambat
pembangunan nasional. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga
merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat.
Korupsi merusak moral dan karakter bangsa serta sendi kehidupan nasional dan saat

ini tidak dapat ditolerir, begitu mengakar, membudaya dan sistematis.

Upaya yang dilakukan dalam memberantas korupsi yang dikategorikan sebagai
kejahatan extraordinary crime, maka diperlukan juga upaya yang luar biasa
(extraordinary treatment). Terhadap penyelesaian perkara korupsi di Indonesia,
dapat kita mempergunakan pendekatan penanggulangan kejahatan terpadu (penal dan
nonpenal), dengan memperhatikan asas ultimum remedium yang menyebutkan
penerapan pidana merupakan upaya terakhir dalam menyelesiakan suatu kejahatan.

Hukum Pidana jangan digunakan apabila kerugian atau bahaya yang timbul lebih

* Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001,
him. 22.



besar dibanding dengan perbuatannya sendiri, maka dapat dijadikan tolak ukur dalam

mencari alternatif penyelesaian tindak pidana korupsi.

Secara ideal pemberlakuan peraturan perundang-undangan semestinya relevan dan
sinergi dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, mengingat korupsi
merupakan kejahatan luar biasa, tetapi pemberlakukan Peraturan Presiden Nomor 3
Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional berpotensi
menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Hal ini dapat
diidentifikasi pada Pasal 31 mengenai penyelesaian permasalahan hukum dalam
pelaksanaan proyek strategis nasional sebagai berikut:

(1) Dalam hal terdapat laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat kepada
pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/walikota sebagai
pelaksana Proyek Strategis Nasional atau kepada Kejaksaan Agung atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai penyimpangan atau
penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional,
penyelesaian dilakukan dengan mendahulukan proses administrasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang administrasi
pemerintahan.

(2) Dalam hal laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat sebagaimana
dimaksud pada Ayat (1) disampaikan kepada Kejaksaan Agung atau
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung atau Kepolisian
Negara Republik Indonesia meneruskan/menyampaikan laporan masyarakat
tersebut  kepada pimpinan  kementerian/lembaga, gubernur, atau
bupati/walikota untuk dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjut penyelesaian
atas laporan masyarakat tersebut dalam jangka waktu paling lama 5 (lima)
hari sejak laporan masyarakat diterima.

(3) Pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/walikota memeriksa
laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada
Avyat (1) baik yang diterima oleh kementerian/lembaga bersangkutan ataupun
laporan yang diteruskan Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud pada Ayat (2)

(4) Dalam hal pemeriksaan awal sebagaimana dimaksud pada Ayat (2)
ditemukan indikasi penyalahgunaan wewenang, pimpinan
kementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/walikota meminta Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah untuk melakukan pemeriksaan/audit lebih
lanjut paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.



(5) Hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada Ayat (4) dapat berupa:

a. kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara;
b. kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara; atau
c. tindak pidana yang bukan bersifat administratif.

(6) Dalam hal hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berupa
kesalahan administrasi yang tidak menimbulkan kerugian negara
sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) huruf a, penyelesaian dilakukan
melalui penyempurnaan administrasi paling lama 10 (sepuluh) hari kerja
sejak hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah disampaikan.

(7) Dalam hal hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berupa
kesalahan administrasi yang menimbulkan kerugian negara sebagaimana
dimaksud pada  Ayat (5) huruf b, penyelesaian dilakukan melalui
penyempurnaan administrasi dan pengembalian kerugian negara paling lama
10 (sepuluh) hari kerja sejak hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah disampaikan.

(8) Penyelesaian hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada Avyat (6) dan Ayat (7) disampaikan oleh
pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada
Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud pada Avyat (2) paling lama 5 (lima) hari kerja.

(9) Dalam hal hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah berupa
tindak pidana yang bukan bersifat administratif sebagaimana dimaksud pada
Ayat (5) huruf c, pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, atau
bupati/walikota dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja
menyampaikan kepada Kejaksaan Agung atau Kepolisian Negara Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), untuk ditindak lanjuti
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai uraian di atas diketahui bahwa upaya penegakan hukum terhadap tindak
pidana korupsi, khususnya yang berpotensi dilakukan oleh pejabat pemerintahan
yang menyelengarakan proyek strategis nasional, dihadapkan pada peraturan
perundang-undangan berupa Inpres Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dimana dalam produk hukum ini,
kewenangan aparat penegak hukum dibatasi oleh aturan yang bersifat administratif,
sehingga upaya penegakan hukum baru dapat dilaksanakan setelah selesainya proses
administratif oleh pemerintah daerah melalui Aparatur Pengawas Internal Pemerintah

(APIP).



Menurut Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan, diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang
berwenang dengan tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Ayat (2) yakni untuk
melancarkan penyelenggaran pemerintah; mengisi kekosongan hukum; memberikan
kepastian hukum; dan mengatasi stagnasi pemerintah dalam keadaan tertentu guna

kemanfaatan dan kepentingan umum.

Mengacu pada kententuan Undang-Undang tersebut maka Pejabat Pemerintah tidak
serta merta dapat melakukan diskresi, apabila berkaitan dengan kebijakan anggaran
maka menurut Pasal 25 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan, harus mendapat persetujuan dari atasnya.
Apabila Pejabat melakukan diskresi melampaui batas kewenangan yang diberikan
Peraturan Perundang-Undangan, bertindak melampaui batas wilayah berlakunya
Wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak

melalui proses diskresi berdasarkan ketentuan Perundang-Undang.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan melakukan kajian dan penelitian yang
berjudul: Perspektif Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Pasca Diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup
1. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagali

berikut:



a.

Bagaimanakah perspektif penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana
korupsi pasca diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional?

Bagaimanakah implikasi Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Percepatan  Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional terhadap upaya

pemberantasan korupsi di Indonesia?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu penelitian adalah hukum pidana, dengan objek mengenai

perspektif penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi pasca

diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan

Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Ruang lingkup waktu penelitian yaitu pada

Tahun 2016.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai

berikut:

a.

Untuk mengetahui dan menganalisis perspektif penegakan hukum terhadap
pelaku tindak pidana korupsi pasca diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor
3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi Peraturan Presiden Nomor 3
Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional terhadap

upaya pemberantasan korupsi di Indonesia
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2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis
Hasil penelitian ini secara toeritis diharapkan dapat berguna untuk memperkaya
kajian ilmu hukum pidana, khususnya kajian tentang penerapan perspektif
penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi pasca diberlakukannya
Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek
Strategis Nasional.

b. Kegunaan Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pedoman bagi aparat
penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak

pidana korupsi pada masa-masa yang akan datang.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir
Alur pikir penelitian mengenai perspektif penegakan hukum terhadap pelaku tindak
pidana korupsi pasca diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016

tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional adalah:



Gambar 1. Alur Pikir Penelitian
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2. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar
yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas

maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada dasarnya merupakan upaya aparat penegak hukum untuk
menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum guna selalu menjaga
keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan

oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.

Menurut Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip Heni Siswanto®, pada hakikatnya
kebijakan hukum pidana (penal policy), baik dalam penegakan in abstracto dan in
concreto, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan system (penegakan) hukum
nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijkaan pembangunan
nasional (national development). Ini berarti bahwa penegakan hukum pidana in
abstracto (pembuatan/perubahan UU; law making/law reform) dalam penegakan
hukum pidana in concreto (law enforcement) seharusnya bertujuan menunjang
tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional (bangnas) dan menunjang

terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional.®

Walaupun hukum pidana positif di Indonesia saat ini bersumber/berinduk pada

KUHP buatan Belanda (WvS), tetapi dalam penegakan hukum harusnya berbeda

*Heni Siswanto, Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan
Orang, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2013, him.85-86.
® Ibid, him.86.


http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=1444550141364125341&postID=7675237931873732779
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dengan penegakan hukum pidana seperti zaman Belanda. Hal ini wajar karena
kondisi lingkungan atau kerangka hukum nasional (national legal framework)
sebagai tempat dioperasionalisasikannya WvS (tempat dijalankannya mobil) sudah
berubah. Menjalankan mobil (WvS) di Belanda atau di jaman Belanda tentunya
berbeda dengan di zaman Republik Indonesia. Ini berarti penegakan hukum pidana
positif saat ini (terlebih KUHP warisan Belanda) tentunya harus memperhatikan
rambu-rambu umum proses peradilan (penegakan hukum dan keadilan) dalam sistem
hukum nasional. Penegakan hukum pidana positif harus berada dalam konteks ke-
Indonesia-an (dalam konteks sistem hukum nasional/ national legal framework) dan
bahkan dalam konteks bangnas dan bangkumnas. Inilah baru dapat dikatakan

penegakan hukum pidana di Indonesia. ’

Penegakan hukum menurut Joseph Goldstein dalam Mardjono Reksodiputro,
diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu:

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept) yang
menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut
ditegakkan tanpa terkecuali

2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept) yang
menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan
sebagainya demi perlindungan kepentingan individual

3. Konsep penegakan hukum aktual (actual enforcement concept) yang muncul
setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-
keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas SDM,
kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.®

Menurut Sudarto, hukum pidana dapat didefinisikan sebagai aturan hukum yang
mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu

akibat yang berupa pidana. Hukum pidana berpokok kepada dua hal, yaitu:

7 -

Ibid, him.86.
& Mardjono Reksodiputro. Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan
Hukum dalam Batas-Batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta,1994, him.76.
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a. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu;
Pada dasarnya yang dimaksudkan dengan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat
tertentu adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya
pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut “perbuatan yang dapat
dipidana” atau disingkat “perbuatan jahat” (Verbrechen atau crime). Oleh karena
dalam “perbuatan jahat” ini harus ada orang yang melakukannya maka persoalan
tentang “perbuatan tertentu” itu diperinci menjadi dua, ialah perbuatan yang
dilarang dan orang yang melanggar larangan itu.

b. Pidana
Pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan
perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu. Di dalam hukum pidana
modern, pidana ini juga meliputi apa yang disebut “tindakan tata tertib” di dalam
ilmu pengetahuan hukum adat Ter Haar memakai istilah (adat) reaksi. Di dalam
KUHP yang sekarang berlaku jenis-jenis pidana yang dapat diterapkan tercantum
dalam Pasal 10 KUHP dan sebagainya.’

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan
hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila
berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan
keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam
masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak
termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk
melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana. Penegakan
hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi

kenyataan. Maksud keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan

pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.

Menurut Lawrence Friedman sebagaimana dikutip Mardjono Reksodiputro, unsur-
unsur sistem hukum itu terdiri dari struktur hukum (legal structure), substansi hukum

(legal substance) dan budaya hukum (legal culture).

® Sudarto, 1990/1991. Hukum Pidana Jilid IA — 1B. Fakultas Hukum, UNSOED, Purwokerto. him. 5
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a. Struktur hukum meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta lembaga-
lembaga terkait, seperti Kejaksaan, Kepolisian, Pengadilan, Komisi Judisial,
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lain-lain.

b. Substansi hukum adalah mengenai norma, peraturan maupun undang-undang.

c. Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari
masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistim hukum
yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari
pemikiran sosial tentang bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau
dilaksanakan. *°

Substansi hukum bukanlah sesuatu yang mudah direncanakan, bahkan hal ini dapat

dianggap sebagai perkara yang sulit, namun bukan karena kesulitan itulah sehingga

substansi hukum perlu direncankan, melainkan substansi hukum juga sangat
tergantung pada bidang apakah yang hendak diatur. Perlu pula dperhatikan
perkembangan sosial, ekonomi dan politik, termasuk perkembangan-perkembangan
ditingkat global yang semuanya sulit diprediksi. Sikap politik yang paling pantas
untuk  diambil adalah  meletakan atau  menggariskan  prinsip-prinsip
pengembangannya. Sebatas inilah blue printnya. Untuk itu maka gagasan dasar yang
terdapat dalam UUD 1945 itulah yang harus dijadikan prinsip-prinsip atau parameter
dalam pembentukan undang-undang apa saja, kesetaraan antar lembaga negara,
hubungan yang bersifat demokratis antara pemerintah pusat dengan daerah, hak asasi
manusia (HAM) yang meliputi hak sosial, ekonomi, hukum, dan pembangunan harus

dijadikan sumber sekaligus parameter dalam menguji substansi RUU atau UU yang

akan dibentuk.

Budaya hukum (legal culture) menjelaskan keanekaragaman ide tentang hukum yang
ada dalam berbagai masyarakat dan posisinya dalam tatanan sosial. Ide-ide ini

menjelaskan tentang praktik-praktik hukum, sikap warga negara terhadap hukum dan

19 Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan
Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi), Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta,
1994, him.76.
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kemauan dan ketidakmauannya untuk mengajukan perkara, dan signifikansi hukum
yang relatif, dalam menjelaskan pemikiran dan perilaku yang lebih luas di luar
praktik dan bentuk diskursus khusus yang terkait dengan lembaga hukum. Dengan
demikian, variasi budaya hukum mungkin mampu menjelaskan banyak tentang
perbedaan-perbedaan cara di mana lembaga hukum yang nampak sama dapat

berfungsi pada masyarakat yang berbeda.

Aspek kultural melengkapi aktualisasi suatu sistem hukum, yang menyangkut
dengan nilai-nilai, sikap, pola perilaku para warga masyarakat dan faktor nonteknis
yang merupakan pengikat sistem hukum tersebut. Wibawa hukum melengkapi
kehadiran dari faktor non teknis dalam hukum. Wibawa hukum memperlancar

bekerjanya hukum sehingga perilaku orang menjadi positif terhadap hukum.

Penegakan hukum sebagai kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang
terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan
mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir,
untuk menciptakan (sebagai “social engineering”), memelihara dan mempertahankan
(sebagai “social control”) kedamaian pergaulan hidup. Pada hakikatnya hukum
untuk mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa
yang diharuskan ataupun yang diperbolehkan dan sebagainya. Dengan demikian
menarik garis antara apa yang patuh hukum dan apa yang melawan hukum. Hukum
dapat mengkualifikasi sebagai sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau
mendiskualifikasinya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum
tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah

perbuatan yang melawan hukum. Bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum
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ialah justeru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum
yang sungguh-sungguh terjadi (onrecht in actu) maupun perbuatan melawan hukum
yang mungkin terjadi (onrecht in potentie). Perhatian yang penggarapan perbuatan

itulah yang merupakan penegakan hukum.**

b. Konsep Sifat Melawan Hukum

Unsur melawan hukum dalam hukum pidana terdapat ajaran tentang “sifat melawan
hukum” (SMH) terdiri dari SMH formil dan SMH materil. SMH formil, hukum
adalah hukum tertulis yaitu peraturan perundang-undangan (wet). Terpenuhinya sifat
melawan hukum apabila pelaku melanggar atu bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan (onwetmatigedaad). SMH materil, hukum tidak hanya hukum
tertulis tetapi juga hukum yang tidak tertulis (unwritten law) hukum adalah recht.
Terpenuhinya sifat melawan hukum apabila pelaku melanggar atau bertentangan

dengan hukum (onrechtmatigedaad).*?

SMH materil terdiri dari SMH materil dalam fungsinya yang positif dan SMH
materil dalam fungsinya yang negatif. SMH materil dalam fungsinya yang negatif
sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 jo UU No.
20/2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi (UUTPK) “Yang dimaksud
dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan
hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan
tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan

tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma

1 Sudarto, 1986. Op. Cit. him. 111.
12 Eddy Rifai. Pelaksanaan Diskresi dan Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel. Artikel pada Harian
Kompas 30 Oktober 2016.
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kehidupan sosial yang berlaku dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat

dipidana”.

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUTPK ini telah dicabut dengan putusan Mahkamah
Konstitusi No.3 Tahun 2006, sehingga UUTPK tidak menganut ajaran sifat melawan
hukum materil dalam fungsinya yang positif. Oleh karena itu, terpenuhinya unsur
melawan hukum apabila perbuatan pelaku melanggar atau bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan.

Sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif terdapat dalam
yurisprudensi, yaitu putusan MA No. 42/KR/1965 yang pada intinya menyatakan
bahwa suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, dapat
hilang sifat melawan hukumnya, sehingga pelaku tidak dapat dipidana apabila: 1.
Negara tidak dirugikan; 2. Terdakwa tidak dapat untung; 3. Kepentingan umum
dilayani. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur melawan
hukum terpenuhi apabila perbuatan pelaku bertentangan atau melanggar peraturan
perundang-undangan (onwetmatigedaad). Unsur melawan hukum tidak terpenuhi
apabila 1. Negara tidak dirugikan; 2. Terdakwa tidak dapat untung; 3. Kepentingan

umum dilayani.

Terkait dengan pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, pejabat pelaksana proyek dapat
melaksanakan diskresi. Menurut Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diskresi adalah keputusan dan/atau
tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk

mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan
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dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur,
tidak lengkap atau tidak jelas pengaturannyaa, dan/atau adanya stagnasi

pemerintahan.

3. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam

melaksanakan penelitian®®. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian

dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Penegakan hukum adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum,
ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan
dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di
dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai
pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah
merupakan keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu
sistem peradilan pidana™

b. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan
mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang
melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau
gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah
dilakukan terhadap seorang pelaku®®

c. Tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

3 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. him.103

4 Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. PT.
Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, him. 23.

> Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara,
Jakarta. 1993. him. 46.


http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=1444550141364125341&postID=7675237931873732779
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Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) adalah setiap orang yang secara melawan
hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu
korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,
dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat
4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

d. Kerugian negara menurut Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga,
dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan
hukum baik sengaja maupun lalai.

e. Proyek Strategis Nasional menurut Pasal 1 angka (1) Peraturan Presiden Nomor 3
Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional adalah
proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan
usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan
pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

dan pembangunan daerah.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan
yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan melalui studi
kepustakaan (library research) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis
teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan

permasalahan dalam penelitian. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk


http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17878/node/120/uu-no-1-tahun-2004-perbendaharaan-negara
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17878/node/120/uu-no-1-tahun-2004-perbendaharaan-negara
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memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan

realitas atau fakta hukum yang ada di lapangan.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data

tambahan yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara

membaca, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang

berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Data sekunder yang digunakan

dalam penelitian ini terdiri dari tiga bahan hukum yaitu sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer, bersumber dari:

a)

b)

d)

9)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Juncto Undang-Undang Nomor 73
Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik
Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik

Indonesia.
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2) Bahan Hukum Sekunder, bersumber dari:

a) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

b) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan
Proyek Strategis Nasional

3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum tambahan dari berbagai
sumber seperti literatur, arsip/dokumentasi, makalah atau jurnal penelitian
yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini.

3. Penantuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Seksi Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara pada

Kejaksaan Negeri Way Kanan : 1 orang
2. Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Way Kanan : 1 orang
3. Akademisi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung : 1 orang

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka (library
research), yaitu dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan
melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

bahasan
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Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data
lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah
permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi Data. Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui
kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang
diteliti.

b. Klasifikasi Data. Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah
ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan
akurat untuk kepentingan penelitian.

c. Sistematisasi Data. Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan
satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika

yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara
dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan
dimengerti untuk diinterprestasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab
permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya
hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang
mudah dibaca, dimengerti untuk diinterprestasikan dan ditarik kesimpulan. Penarikan
kesimpulan dilakuan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal
yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai

kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.
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F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Tesis ini disajikan dalam beberapa bab yang saling

berhubungan antara satu dengan yang lainnya yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan
Bab ini berisi pendahuluan penyusunan Tesis yang terdiri dari Latar Belakang,
Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka

Pemikiran serta Sistematika Penulisan.

Bab Il Tinjauan Pustaka
Bab ini berisi tinjauan pustaka yang meliputi pengertian penegakan hukum,
pengertian tindak pidana korupsi, pengertian kerugian keuangan negara dan

pengertian sistem peradilan pidana pidana.

Bab 111 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari hasil
penelitian, yaitu perspektif penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi
pasca diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan implikasi Peraturan Presiden Nomor 3
Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional terhadap

upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Bab IV Penutup
Bab ini berisi kesimpulan yang didasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan
serta saran direkomendasikan kepada berbagai pihak yang terkait dengan penelitian

demi perbaikan kinerja penegakan hukum di masa mendatang.



ILTINJAUAN PUSTAKA
A. Penegakan Hukum Pidana

Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan
keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Maksud keinginan-keinginan hukum
adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam
peraturan-peraturan hukum itu.’® Ditambahkan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa
dengan berakhirnya pembuatan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, proses
hukum baru menyelesaikan satu tahap saja dari suatu perjalanan panjang untuk
mengatur masyarakat. Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh
pelaksanaannya secara kongkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang

dimaksud dengan penegakan hukum itu.'’

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan
hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan
menilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian
penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai “social engineering”),
memelihara dan mempertahankan (sebagai “social control”) kedamaian pergaulan

hidup.*®

16 satjipto Rahardjo, Tanpa Tahun. Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar
Baru, Bandung, him. 24.

17 Satjipto Rahardjo, 2000. Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, him. 181.

18 Soerjono Soekanto, 1983. Penegakan Hukum. Bina Cipta, Bandung. him. 13.
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Sudarto menyatakan bahwa pada hakikatnya hukum untuk mengatur masyarakat
secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang
diperbolehkan dan sebagainya. Dengan demikian menarik garis antara apa yang
patuh hukum dan apa yang melawan hukum. Hukum dapat mengkualifikasi sebagai
sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskualifikasinya sebagai melawan
hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak
perlu dipersoalkan; yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum.
Bahkan yang diperhatikan dan digarap oleh hukum ialah justeru perbuatan yang
disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi
(onrecht in actu) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi (onrecht
in potentie). Perhatian yang penggarapan perbuatan itulah yang merupakan

penegakan hukum. *°

Selanjutnya Sudarto menyatakan bahwa kalau tata hukum dilihat secara skematis,
maka dapat dibedakan adanya tiga sistem penegakan hukum, ialah sistem penegakan
hukum perdata, sistem penegakan hukum pidana dan sistem penegakan hukum
administrasi. Ketiga sistem penegakan hukum tersebut masing-masing di dukung dan
dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau biasa disebut aparatur (alat)

penegak hukum, yang mempunyai aturannya sendiri-sendiri pula. °

Penegakan hukum (pidana) apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka
penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui

beberapa tahap, yaitu:

19 Sudarto, 1986. Op. Cit. him. 111.
2 |bid. him.112.
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1. Tahap formulasi, yaitu: tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat
Undang-undang. Tahap ini disebut tahap legislatif.

2. Tahap aplikasi, yaitu: tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak
hukum mulai dari dari Kepolisian sampai tahap Pengadilan. Tahap kedua ini dapat
pula disebut tahap kebijakan yudikatif.

3. Tahap eksekusi, yaitu: tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh
aparat penegak hukum. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau
administratif. 2

Sistem penegakan hukum dilihat secara fungsional, merupakan suatu sistem aksi.

Ada sekian banyak aktivitas yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara dalam

penegakan hukum. Adapun yang dimaksud dengan ‘“alat penegak hukum” itu

biasanya hanyalah Kepolisian, setidak-tidaknya badan-badan yang mempunyai
wewenang Kepolisian, dan Kejaksaan. Akan tetapi kalau penegakan hukum itu
diartikan secara luas, maka penegakan hukum itu menjadi tugas dari pembentuk
undang-undang, hakim, instansi pemerintah (bestuur), aparat eksekusi pidana.

Penegakan hukum di bidang hukum pidana didukung oleh alat perlengkapan dan

peraturan yang relatif lebih lengkap dari penegakan hukum di bidang-bidang lainnya.

Aparatur yang dimaksudkan di sini adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan

aparat eksekusi pidana, sedang peraturan-peraturan yang dikatakan lebih lengkap

ialah antara lain ketentuan hukum acara pidana, Undang-Undang Kekuasaan

Kehakiman, Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang Kejaksaan. %

Hukum pidana sebagai salah satu bagian independen dari hukum publik merupakan
salah satu instrumen hukum yang sangat urgen eksistensinya sejak zaman dahulu.

Hukum ini ditilik sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan

21 Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegero,
Semarang, him. 13-14.
? Ibid, him. 112.
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masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan (bahkan)

merupakan “lembaga moral” yang berperan merehabilitasi para pelaku pidana.

Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan
larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan
suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan
demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem
norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal
melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan
untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat
dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-

tindakan tersebut.?

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa hukum menentukan bagaimana dan dalam
hal apa pelaku pelanggaran tersebut dipertanggungjawabkan, serta ketentuan-
ketentuan mengenai hak dan cara penyidikan, penuntutan, penjatuhan pidana dan
pelaksanaan pidana demi tegaknya hukum yang bertitik berat kepada keadilan.
Perumusan ini mencakup juga hukum (pidana) adat, serta bertujuan mengadakan

keseimbangan di antara pelbagai kepentingan atau keadilan.

Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum
yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan
perundang-undangan. Sedangkan Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau
tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan

sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan

% p.AF. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984,
him. 12,
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sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh
peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau
bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu

dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.?*

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai sebagai sarana
untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada
pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang
dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan

di masa depan melalui pemberlakuan perundang-undangan.

Roscoe Pound menekankan arti pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini,
terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang
akan menghasilkan jurisprudensi. Konteks sosial teori ini adalah masyarakat dan
badan peradilan di Amerika Serikat. Fungsi hukum demikian itu, dalam konteks
Indonesia oleh Mochtar Kusumaatmadja diartikan sebagai sarana pendorong

pembaharuan masyarakat.”

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses
untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-
keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran
badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan
hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan

hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dengan

 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung,
1996, him. 152-153.

% Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun, BPHN-
Binacipta, Jakarta, 1978, him. 11.
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demikian pada gilirannya, penegakan hukum itu puncaknya adalah pada

pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.

Menurut Max Weber dalam A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, karakter
keberpihakan hukum yang responsif ini, sering disebutkan sebagai hukum yang
emansipatif. Hukum yang emansipatif mengindikasikan sifat demokratis dan egaliter,
yakni hukum yang memberikan perhatian pada upaya memberikan perlindungan hak-
hak asasi manusia dan peluang yang lebih besar kepada warga masyarakat yang
lemah secara sosial, ekonomi dan politis untuk dapat mengambil peran partisipatif
dalam semua bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dikatakan
bahwa hukum yang responsif terdapat di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi
semangat demokrasi. Hukum responsif menampakkan ciri bahwa hukum ada bukan
demi hukum itu sendiri, bukan demi kepentingan praktisi hukum, juga bukan untuk
membuat pemerintah senang, melainkan hukum ada demi kepentingan rakyat di

dalam masyarakat.”®

Tujuan hukum pidana secara umum demikian ini, sebenarnya tidak banyak berbeda
dengan tujuan yang ingin dicapai oleh bidang-bidang hukum lainnya. Perbedaannya
terletak pada cara kerja hukum pidana dalam mencapai tujuannya, yaitu bahwa upaya
untuk mewujudkan tata tertib dan suasana damai ini oleh hukum pidana ditempuh
melalui apa yang di dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan pemidanaan atau

pemberian pidana.

Berkaitan dengan karakter dasar hukum positif, C.F.G. Sunaryati Hartono melihat

bahwa Undang-Undang Dasar 1945 disusun dengan konsep hukum sebagai sarana

% Max Weber dalam A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, Hukum dan Perkembangan Sosial
(Buku 1), Sinar Harapan, Jakarta, 1988, him. 483.
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rekayasa sosial. Cara kerja hukum pidana dengan melakukan pemidanaan atau
pemberian pidana ini mempunyai pengertian yang luas. Pemidanaan atau pemberian
pidana mempunyai pengertian yang luas dalam arti bisa dibedakan menjadi dua
pengertian, yakni pemidanaan dalam arti abstrak (pemidanaan in abstracto) dan

pemidanaan dalam arti kongkrit (pemidanaan in concreto). %’

Karakter hukum positif dalam wujudnya sebagai peraturan peraturan perundang-
undangan, di samping ditentukan oleh suasana atau konfigurasi politik momentum
pembuatannya, juga berkaitan erat dengan komitmen moral serta profesional dari
para anggota legislatif itu sendiri. Oleh karena semangat hukum (spirit of law) yang
dibangun berkaitan erat dengan visi pembentuk Undang-Undang, maka dalam
konteks membangun hukum yang demokratis, tinjauan tentang peran pembentuk
undang-undang penting dilakukan. Dikemukakan oleh Gardiner bahwa pembentuk
undang-undang tidak semata-mata berkewajiban to adapt the law to this changed
society, melainkan juga memiliki kesempatan untuk memberikan sumbangan
terhadap pembentukan perubahan masyarakat itu sendiri. Pembentuk undang-
undang, dengan demikian, tidak lagi semata-mata mengikuti perubahan masyarakat,
akan tetapi justru mendahului perubahan masyarakat itu. Dalam kaitan ini Roeslan
Saleh menegaskan bahwa masyarakat yang adil dan makmur serta modern yang
merupakan tujuan pembangunan bangsa, justru sesungguhnya merupakan Kkreasi

tidak langsung dari pembentuk undang-undang.?

" C.F.G. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung,
1991, him. 53.

% Roeslan Saleh, Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 Dalam Perundang-Undangan, Bina Aksara,
Jakarta, 1979, him. 12.



32

Masalah pidana sering dijadikan tolok ukur sampai seberapa jauh tingkat peradaban
bangsa yang bersangkutan. Dalam menghadapi masalah sentral yang sering disebut
masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional,
yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual
berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana
bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan peneguhan terhadap
tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman
masyarakat.

2) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum
pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang
mendatangkan kerugian (materiil dan atau spiritual) atas warga masyarakat.

3) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil
(cost benefit principle).

4) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan
daya kerja dari badan-badan penegak hukum, vyaitu jangan sampai ada
kelampauan beban tugas (overbelasting). *°

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana sebagai salah satu upaya untuk

mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum.

Kebijakan penegakan hukum termasuk dalam kebijakan sosial, yaitu usaha rasional

untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Penggunaan hukum pidana sebenarnya

buka suatu keharusan, tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada
hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan

penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.

Pembangunan hukum yang mencakup upaya-upaya pembaruan tatanan hukum di
Indonesia haruslah dilakukan secara terus menerus agar hukum dapat memainkan
peran dan fungsinya sebagai pedoman bertingkah laku (fungsi ketertiban).
Pengembangan dan pemantapan hukum (dalam arti luas) merupakan masalah yang

umum, tapi mendesak dihampir semua negara berkembang termasuk Indonesia yang

# Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op.Cit, him. 56.
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berjalan dalam lingkungan nilai-nilai yang berkembang di dalam diri warga
masyarakat negara baik sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok. Fungsi
hukum yang antara lain sebagai satu mekanisme sosial-politik untuk mencapai
fairness dalam masyarakat dan juga untuk mengawasi serta mengendalikan setiap
prilaku (individu atau institusi) dalam mencapai tujuan hidup yang berkeadilan
sosial. Dengan demikian hukum bertumpu pada basis-basis politik dan sosial-kultural

masyarakat.*

Upaya pembaruan tatanan hukum itu haruslah tetap menjadikan Pancasila sebagai
paradigmanya, sebab Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar, ideologi, cita
hukum dan norma fundamental negara harus dijadikan orientasi arah, sumber nilai-
nilai dan karenanya juga kerangka berpikir dalam setiap upaya pembaruan hukum.
Salah satu kelemahan dalam pembangunan hukum saat ini adalah dalam tataran
implementasinya bukan dalam tataran pembentukan hukumnya (penciptaan hukum
positif, karena soal penciptaan hukum normatif Indonesia luar biasa hebatnya),
karena begitu suatu undang-undang disahkan atau diberlakukan, maka dengan
berbagai macam kendala akan timbul, karena persoalan hukum bukan sekedar hanya
persoalan susunan norma-norma atau untaian kata-kata manis, tetapi menjadi
persoalan politik, ekonomi, sosial dan budaya. Belum lagi kalau berbicara mengenai
kelemahan dalam berbagai substansi peraturan perundang-undangan yang normanya
kurang jelas sehingga sulit untuk diimplementasikan, overlapping substansi antara
satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, saling rebutan kewenangan

antara satu lembaga dengan lembaga lainnya.*

**Moh, Busyro Mugoddas, Salman Luthan, dan Muh, Miftahudin, Op.Cit,, him.93.
31 Muladi, Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia, The Habibie Center,
Jakarta, 2002. him.27.
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B. Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi
kejahatan, dengan tujuan mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan,
menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa
keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan mengusahakan mereka

yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya. *

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang
menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil,
hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian
kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial.
Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian
hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi
apa yang dikatakan sebagai precise justice, maka ukuran-ukuran yang bersifat
materiil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum

benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.

Pandangan penyelenggaran tata hukum pidana demikian itu disebut sebagai model
kemudi (stuur model). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang
melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan
perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan
hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut
seseorang di muka pengadilan. Ini semua adalah bagian dari kegiatan dalam rangka

penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut crime control suatu

32 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Binacipta, Bandung, 1996, him. 2.
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prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus

sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. **

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana
substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk
yang bersifat prefentif, represif maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak
keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni
lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Penegakan
hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada
era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi
kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara
moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.
Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat
dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan

hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.®*

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana
melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri.
Badan-badan tersebut vyaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga
pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematik ini tindakan badan yang satu akan

berpengaruh pada badan yang lainnya.

3 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni,Bandung, 1986, him.7.

34 Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan
Hukum dalam Batas-Batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta,1994, him.76.
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Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan
wewenangnya dalam sistem peradilan pidana. Satu istilah hukum yang dapat
merangkum cita-cita peradilan pidana, menurut Muladi yaitu due process of law
yang dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil
atau layak. Secara keliru arti dari proses hukum yang adil dan layak ini seringkali
hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara
pada seorang tersangka atau terdakwa. Padahal arti dari due process of law ini lebih

luas dari sekedar penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil.*

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin
penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi pelaku
kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk
mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar
pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum
dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk disidang

di muka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak.

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak ialah sistem
peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai
dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang
menghormati hak-hak masyarakat. Kebangkitan hukum nasional mengutamakan

perlindungan hak asasi manusia dalam mekanisme sistem peradilan pidana.

Perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan sejak awal sudah dapat diberikan dan

ditegakkan. Selain itu diharapkan pula penegakan hukum berdasarkan undang-

35 Ibid, him.79.
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undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan
bertanggungjawab. Semua itu hanya terwujud apabila orientasi penegakan hukum
dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur di
dalamnya sebagai suatu kesatuan yang saling interrelasi dan mempengaruhi. Artinya
penegakan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu

dengan yang lainnya, karena saling berkaitan dan mempengaruhi.

Penegakan hukum berkaitan dengan sistem peradilan pidana, yaitu sistem dalam
suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, dengan tujuan mencegah
masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi
sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah
dipidana dan mengusahakan mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak

mengulangi lagi kejahatannya. *°

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaan penegakan hukum pidana
melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri.
Badan-badan tersebut vyaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga
pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematik ini tindakan badan yang satu akan
berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing

menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

Sistem peradilan pidana merupakan arti seperangkat elemen yang secara terpadu
bekerja untuk mencapai suatu tujuan, maupun sebagai abstract sistem dalam arti

gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain berada

% Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT
Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, him. 23.
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dalam ketergantungan. Dalam sistem peradilan pidana dikenal tiga bentuk

pendekatan, yaitu:

a.

Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian,
kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana
peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-
mata.

Pendekatan administratif

Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai
suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan
yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur
organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang dipergunakan
adalah sistem administrasi.

Pendekatan sosial

Pendekatan administratif memandang keempat aparatur penegak hukum
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga
masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau
ketidak berhasilan dari keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam
melaksanakan tugasnya. Sistem yang dipergunakan adalah sistem sosial. '

Komponen-komponen yang bekerja sama dalam sistem ini dikenal dalam lingkup

praktik penegakan hukum, terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga

pemasyarakatan. Empat komponen ini diharapkan bekerja sama membentuk suatu

integrated criminal justice sistem, yaitu sinkronisasi atau keserempakan dan

keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

a.

b.

Sinkronisasi struktural adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka
hubungan antar lembaga penegak hukum.

Sinkronisasi substansial adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat
vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.

Sinkronisasi kultural adalah keserempakan dan keselarasan dalam maghayati
pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh
mendasari jalannya sistem peradilan pidana. *®

37" Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Binacipta, Bandung, 1996, him. 6.
38 .
Ibid, him. 7.
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Keselarasan dan keterkaitan antara subsistem yang satu dengan yang lainnya
merupakan mata rantai dalam satu kesatuan. Setiap masalah dalam salah satu
subsistem, akan menimbulkan dampak pada subsistem-subsistem yang lainnya.
Demikian pula reaksi yang timbul sebagai akibat kesalahan pada salah satu subsistem
akan menimbulkan dampak kembali pada subsistem lainnya. Keterpaduan antara
subsistem itu dapat diperoleh bila masing-masing subsistem menjadikan kebijakan

kriminal sebagai pedoman kerjanya.

C. Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Pemerintahan

Pengertian korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah
diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) tidak disebutkan pengertian korupsi secara tegas.
Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan:
“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”
Berdasarkan pengertian korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPTPK di atas, diketahui
ada tiga unsur tindak pidana korupsi yaitu secara melawan hukum melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat
merugikan negara atau perekonomian negara; Pasal 3 menyebutkan bahwa tindak
pidana korupsi dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain

atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang

ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara
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atau perekonomian negara; dan memberi hadian atau janji kepada Pegawai Negeri
dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau

kedudukannya tersebut.

Penyelenggaraan otonomi daerah secara faktual memberikan dampak yang positif,
khususnya dalam rangka pemerataan dan peningkatan pembangunan di daerah, akan
tetapi pada kenyataannya otonomi belum mampu untuk meningkatkan taraf
kesejahteraan rakyat. Disisi lain otonomi daerah juga menjadi sumber rasa ketidak

adilan rakyat karena perilaku koruptif aparatur pemerintahan daerah.*

Perilaku koruptif aparatur pemerintahan daerah salah satunya terjadi pada proyek
pemerintahan khususnya proses pengadaan barang dan jasa, meskipun pada dasarnya
pemerintah telah menempuh upaya untuk menekan tindak pidana korupsi dalam
proses ini melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah.

Pengadaan barang dan jasa seharusnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai
dengan peraturan yang telah ditetapkan tetapi pada kenyataannya hal tersebut
seringkali diabaikan dan terjadi tindak pidana korupsi. Pengadaan barang dan jasa
merupakan hal yang penting, karena akan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi
pelaksanaan pembangunan, dan pada akhirnya akan mempengaruhi Kinerja
pembangunan dalam mencapaiberbagai sasaran dan tujuan pembangunan.
Pembangunan diterjemahkan dalam berbagai kebijakan, program, dan proyek-

proyek. Proyek adalah satuan investasi terkecil yang terdiri dari sejumlah bagian

% Syed Husein Alatas, Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer, Jakarta:
LP3ES, 1983, him. 24.
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ataupun kegiatan yang bersifat operasional, termasuk kegiatan pengadaan barang dan
jasa, karena itu sistem dan proses pengelolaannya akan secara langsung dan

signifikan mempengaruhi tingkat kesuksesan maupun kegagalan pembangunan.

Pengadaan barang dan jasa pada hakekatnya adalah upaya pihak pengguna untuk
mendapatkan atau mewujudkan barang dan jasa yang diinginkannya, dengan
menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu, dan
kesepakatan lainnya. Pengadaan barang/jasa melibatkan beberapa pihak, yaitu Pihak
Pembeli atau Pengguna dan Pihak Penjual atau Penyedia Barang dan Jasa. Pembeli

atau Pengguna Barang dan Jasa adalah pihak yang membutuhkan barang/jasa.*’

Pihak pengguna dalam pelaksanaan pengadaan adalah pihak yang meminta atau
memberi tugas kepada pihak penyedia untuk memasok atau membuat barang atau
melaksanakan pekerjaan tertentu. Pengguna barang dan jasa dapat merupakan suatu
lembaga/organisasi dan dapat pula orang perseorangan. Yang tergolong lembaga
antara lain, Instansi Pemerintah (Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah
Kabupaten/Kota), Badan Usaha (BUMN, BUMD, Swasta), dan organisasi
masyarakat, golongan perseorangan adalah individu atau orang yang membutuhkan

barang dan jasa.

Menurut Organisasi untuk Pembangunan dan Kerjasama Ekonomi (Organization for
Economic Cooperation and Development), Tender (procurement) adalah proses (1)
mengidentifikasi kebutuhan; (2) menentukan siapa orang atau perusahaan terbaik

untuk menyediakan kebutuhan; dan (3) memastikan kebutuhan sampai di tempat

“0 |kak G. Triatomo. Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, Rineka Cipta Jakarta. 2009, him.69
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yang benar, pada saat yang tepat, dengan harga terbaik dan terlaksana secara jujur

dan terbuka.*

Tender dapat dilakukan oleh pemerintah, perusahaan swasta, atau individu. Tender
menggunakan kontrak rinci secara khusus jika melibatkan pesanan dalam jumlah
besar dan mahal. Untuk membantu pengguna barang dalam melaksanakan pengadaan
dapat dibentuk Panitia Pengadaan. Lingkup tugas panitia dapat melaksanakan
seluruh proses pengadaan mulai dari penyusunan dokumen pengadaan, menyeleksi
dan memilih para calon penyedia barang dan jasa, meminta penawaran dan
mengevaluasi penawaran, mengusulkan calon penyedia barang dan jasa dan
membantu pengguna dalam menyiapkan dokumen kontrak, atau sebagian dari tugas
tersebut. Mempertimbangkan begitu kompleksnya kepentingan dalam kegiatan
pengadaan barang dan jasa, maka Pemerintah menerapkan peraturan sebagai dasar
untuk melindungi berbagai kepentingan dalam proses pengadaan pemerintah dari
nilai-nilai atau norma-norma yang menyimpang dan mengakibatkan kerugian para

pihak dalam pengadaan.

Pengadaan barang dan jasa melibatkan beberapa pihak, yaitu Pihak Pembeli atau
Pengguna dan Pihak Penjual atau Penyedia Barang dan Jasa. Pembeli atau Pengguna
Barang dan Jasa adalah pihak yang membutuhkan barang/jasa. Dalam pelaksanaan
pengadaan, pihak pengguna adalah pihak yang meminta atau memberi tugas kepada
pihak penyedia untuk memasok atau membuat barang atau melaksanakan pekerjaan
tertentu. Pengguna barang dan jasa dapat merupakan suatu lembaga/organisasi atau

perseorangan. Yang tergolong lembaga antara lain: Instansi pemerintah (Pemerintah

1 1bid, him.70



43

Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota), badan usaha
(BUMN, BUMD, Swasta), dan organisasi masyarakat. Sedangkan yang tergolong

orang perseorangan adalah individu atau orang yang membutuh kan barang dan jasa.

Selain memilih penyedia jasa dari luar, pengadaan barang dan jasa pemerintah juga
bisa dilakukan secara mandiri oleh instansi tersebut. Hal ini memang telah dijelaskan
di dalam peraturan yang berlaku. Berbeda dengan menggunakan penyedia
barang/jasa diluar institusi, swakelola mengandalkan sumber daya yang ada di dalam
instansi tersebut untuk merencanakan, mengorganisasi, mengerjakan dan mengawasi

secara mandiri proses pengadaan barang dan jasa.

Pengadaan barang dan jasa menunjukkan adanya kemitraan antara pemerintah dan
swasta dikenal dengan istilah Public and Private Partnership (PPP) yaitu merupakan
pengaturan antara pemerintah dan sektor swasta untuk menyediakan berbagai jenis
pelayanan publik, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas-fasilitas
komunitas, dan berbagai jenis pelayanan lainnya. PPP bercirikan adanya pembagian
investasi, risiko, pertanggungjawaban, dan penghargaan antara pemerintah dengan

sektorswasta yang menjadi mitranya.*?

Alasan yang melatarbelakangi lahirnya model tersebut umumnya berkaitan dengan
pembiayaan, perancangan, konstruksi, operasionalisasi, dan pemeliharaan pelayanan
infrastruktur. Dengan adanya kemitraan, maka kelebihan yang dimiliki oleh
pemerintah maupun sektor swasta dapat dipadukan. Peran dan pertanggung jawaban

dari kemitraan bisa beragam, bisa jadi peran pemerintah lebih banyak atau

42 Panji Santosa. Administrasi Publik. Teori dan Aplikasi Good Governance. Refika Aditama.
Bandung. 2008. him.110
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sebaliknya, peran swastalah yang lebih banyak dalam suatu bentuk kemitraan.
Namun, peran pemerintah yang kuat dan efektif tetap diperlukan dalam pembuatan
kebijakan. Pemerintah tetap menjadi pihak yang bertanggung jawab dan akuntabel

untuk menjamin kualitas pelayanan publik. *3

Public and Private Partnership pada prinsipnya terdapat dua pelaku yang terlibat,
yakni pemerintah dan swasta. Keduanya bekerjasama sebagai mitra, dalam hal ini
tidak ada pihak yang bersifat membawahi pihak lain. Dalam PPP ada tujuan bersama
berdasarkan komitmen yang hendak dicapai, dan berdasarkan komitmen
tanggungjawab sendiri. Setiap pihak memberikan input finansial atau sumber daya
lainnya. Kedua belah pihak bersedia menanggung risiko dan pembagian keuntungan
berdasarkan pertimbangan input yang diberikan (share) dalam kesepakatan
perjanjian. Terdapat sejumlah tipe PPP yang didasarkan pada derajat risiko yang
ditanggung kedua belah pihak; jumlah keahlian yang diperlukan dari setiap pihak
untuk menegosiasikan perjanjian; serta implikasi yang muncul dari hubungan
tersebut. Bentuk kontrak pelayanan (servicecontract) merupakan bentuk PPP yang
lebih banyak menitikberatkan pada peran pemerintah, baik dari sisi investasi maupun
penyediaan jasa layanan. Sebaliknya, model build operatesown secara lepas
merupakan bentuk PPP yang menitikberatkan investasi dan penyediaan pelayanan

pada sektor swasta. Pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator dan regulator.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa:

“ bid. him.111
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“setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling
lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar
rupiah)”
Pengaturan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus mengacu pada Pasal
103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa
ketentuan-ketentuan dalam Bab | sampai dengan Bab VI1II buku ini juga berlaku bagi
perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam

dengan pidana, kecuali bila oleh undang-undang ditentukan lain.

Tindak pidana korupsi berdampak pada kerugian keuangan negara dan menghambat
pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan
masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.Peningkatan
tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja
terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa
dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis
juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi
masyarakat, dan tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai
kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (extra ordinary

crime), oleh karena itu diperlukan penegakan hukum yang komprehensif.**

Upaya untuk menjamin penegakan hukum harus dilaksanakan secara benar, adil,

tidak ada kesewenang-wenangan, tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, ada beberapa

44 Eddy Mulyadi Soepardi, Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur
Tindak Pidana Korupsi, Yograkarta: Ghalia Indonesia, 2009, him. 3.
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asas yang harus selalu tampil dalam setiap penegakan hukum, yaitu asas tidak
berpihak (impartiality), asas kejujuran dalam memeriksa dan memutus (fairness),
asas beracara benar (prosedural due process), asas menerapkan hukum secara benar
yang menjamin dan melindungi hak-hak substantif pencari keadilan dan kepentingan
sosial (lingkungan), asas jaminan bebas dari segala tekanan dan kekerasan dalam
proses peradilan. Sistem peradilan pidana sebagai pelaksanaan dan penyelenggaan
penegakan hukum terdiri dari beberapa badan yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan
dan lembaga pemasyarakatan, yang saling berhubungan antara satu dengan yang

lainnya. *°

Pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana merupakan proses penegakan
hukum. Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, Kketertiban dan
perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana,
apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga Kkeselarasan,
keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai
aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi
berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah
merupakan keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem

peradilan pidana.*®

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang
Pemidanaan Agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya, yang menyatakan
bahwa kecenderungan meningkatnya kualitas dan kuantitas tindak pidana terutama di

bidang ekonomi memerlukan penanganan serta kebijakan pemidanaan secara khusus.

* Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia,
2001, him. 22.
“® Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika 2000, him.44.
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Oleh karena itu terhadap tindak pidana korupsi, Mahkamah Agung mengharapkan
supaya pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal beratnya
dan sifat tindak pidana tersebut jangan sampai menjatuhkan pidana yang

menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa korupsi merupakan tindak
pidana dan suatu perbuatan melawan hukum bertujuan untuk menguntungkan diri
sendiri, perusahaan dan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang
melekat pada jabatannya yang merugikan keuangan dan perekonomian negara serta

berdampak pada kerugian seluruh masyarakat Indonesia.

D. Kerugian Keuangan Negara Akibat Korupsi

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang
dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa
barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan

kewajiban tersebut.

Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi
objek, subjek, proses, dan tujuan. Keuangan negara dari sisi objek meliputi semua
hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan
kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang
dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat
dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Sementara itu dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara menurut
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Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
meliputi seluruh subjek yang memiliki/menguasai objek sebagaimana tersebut di
atas, yaitu: pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan

badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
menyebutkan bahwa keuangan negara dari sisi proses, mencakup seluruh rangkaian
kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas
mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan
pertanggunggjawaban. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan,
kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/ atau
penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan

pemerintahan Negara.

Pengertian keuangan negara dengan pendekatan objek menunjukkan adanya hak dan
kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang diperluas cakupannya, yaitu
termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan
kekayaan negara yang dipisahkan. Bidang pengelolaan keuangan negara dapat
dikelompokkan dalam:

a. Subbidang pengelolaan fiskal
Pengelolaan keuangan negara subbidang Pengelolaan Fiskal meliputi kebijakan
dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) mulai dari penetapan Arah dan Kebijakan Umum
(AKU), penetapan Strategi dan Prioritas Pengelolaan APBN, penyusunan
anggaran oleh pemerintah, pengesahan anggaran oleh DPR, pelaksanaan
anggaran, pengawasan anggaran, penyusunan Perhitungan Anggaran Negara
(PAN) sampai dengan pengesahan PAN menjadi Undang-Undang.

b. Subbidang pengelolaan moneter
Pengelolaan keuangan negara subbidang Pengelolaan Moneter berkaitan dengan
kebijakan dan pelaksanaan kegiatan sektor perbankan dan lalu-lintas moneter
baik dalam maupun luar negeri.
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c. Subbidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.
Pengelolaan keuangan negara subbidang Kekayaan Negara yang Dipisahkan
berkaitan dengan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan di sektor Badan Usaha
Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD) yang orientasinya mencari keuntungan
(profit motive).
Berdasarkan uraian di atas, pengertian keuangan negara dapat dibedakan antara:
pengertian keuangan negara dalam arti luas, dan pengertian keuangan negara dalam
arti sempit. Pengertian keuangan negara dalam arti luas pendekatannya adalah dari
sisi objek yang cakupannya sangat luas, di mana keuangan negara mencakup
kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan
negara yang dipisahkan. Sedangkan pengertian keuangan negara dalam arti sempit
hanya mencakup pengelolaan keuangan negara subbidang pengelolaan fiskal saja.
Pembahasan lebih lanjut dalam modul ini dibatasi hanya pada pengertian keuangan

negara dalam arti sempit saja yaitu subbidang pengelolaan fiskal atau secara lebih

spesifik pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berdasarkan pengertian keuangan negara sebagai semua hak dan kewajiban negara
yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun
berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan
kewajiban tersebut. Menurut Pasal 34 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/ Walikota
yang terbukti melakukan penyimpangaan kebijakan yang telah ditetapkan dalam UU
tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan

denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum
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atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan

keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian tersebut.

Mekanisme pengawasan keuangan negara pada hakekatnya dapat dibedakan atas dua
hal yaitu pengawasan intern dan pengawasan ekstern. Biasanya pengawasan intern
meliputi pengawasan supervisi (built in control), pengawasan birokrasi serta
pengawasan melalui lembaga-lembaga pengawasan intern. Pada pengawasan
supervisi (pengawasan atasan terhadap bawahan) masing-masing pimpinan setiap
unit diwajibkan melakukan pengawasan keuangan negara terhadap para bawahan

yang menjadi tanggungjawabnya.

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam rangka percepatan
pemberantasan  korupsi, telah  mengeluarkan  Surat Edaran  Nomor:
SE/03/M.PAN/4/2007 tanggal 18 April 2007 tentang Perlakuan Terhadap Pejabat
yang Terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Surat Edaran tersebut
ditujukan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Panglima TNI, Jaksa
Agung, Kepala POLRI, para Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, para
Pimpinan Sekretariat Lembaga Tinggi Negara, para Pimpinan Sekretariat

Dewan/Komisi/Badan, para Gubernur, dan para Bupati/Walikota.

Menpan melalui Surat Edaran tersebut, mengharapkan perhatian dan bantuan dari
pihak-pihak yang disebutkan di atas agar meningkatkan kerja sama dan dukungan
upaya-upaya penanganan perkara korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak
hukum. Kerja sama dan dukungan tersebut dilakukan melalui mekanisme sebagai

berikut:
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a. Segera memberikan ijin pemeriksaan terhadap pejabat atau pegawai baik sebagai
saksi atau sebagai tersangka, jika memang ijin tersebut diperlukan sesuai
peraturan perundang-undangan.

b. Memberhentikan sementara dari jabatannya, terhadap pejabat yang terlibat
perkara korupsi, berstatus sebagai tersangka/terdakwa, dan dilakukan penahanan
oleh aparat penegak hukum, sampai dengan adanya keputusan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap (inkracht) dari Pengadilan atau resmi dinyatakan
dihentikan proses hukumnya oleh aparat penegak hukum.

c. Menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil terhadap pejabat/pegawai yang telah
mendapatkan vonis bersalah dari Pengadilan atau jika terbukti adanya
pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil, meskipun pejabat/pegawai tersebut
mendapatkan vonis bebas dari Pengadilan.

d. Memulihkan nama baik dan dapat menempatkan kembali pada jabatan yang
semestinya terhadap pejabat/pegawai yang tidak terbukti melakukan tindak
pidana korupsi dan tidak terdapat pelanggaran terhadap disiplin pegawai negeri
sipil. Menyampaikan laporan setiap semester kepada Menpan tentang hama-nama
pejabat/pegawai yang terlibat kasus korupsi dengan status hukumnya. *’

Beberapa tinjauan mengenai kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut:

a. Ditinjau dari aspek pelaku 1

1) Perbuatan Bendaharawan yang dapat menimbulkan kekurangan
perbendaharaan, disebabkan oleh antara lain adanya pembayaran, pemberian
atau pengeluaran kepada pihak yang tidak berhak, pertangungjawaban/
laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan, penggelapan, tindak pidana
korupsi dan kecurian karena kelalaian.

2) Pegawai negeri non bendaharawan, dapat merugikan keuangan negara dengan
cara antara lain pencurian atau penggelapan, penipuan, tindak pidana
korupsi,dan menaikkan harga atau merubah mutu barang.

3) Pihak ketiga dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan cara
antara lain menaikkan harga atas dasar kerjasama dengan pejabat yang
berwenang, dan tidak menepati perjanjian (wanprestasi).

b. Ditinjau dari aspek pelaku 2

(1) Perbuatan manusia, yakni perbuatan yang sengaja seperti diuraikan pada point
sebelumnya, perbuatan yang tidak disengaja, karena kelalaian, kealpaan,
kesalahan atau ketidakmampuan, serta pengawasan terhadap penggunaan
keuangan negara yang tidak memadai.

(2) Kejadian alam, seperti bencana alam (antara lain, gempa bumi, tanah longsor,
banjir dan kebakaran) dan proses alamiah (antara lain, membusuk, menguap
mencair, menyusut dan mengurai).

(3) Peraturan perundang-undangan dan atau situasi moneter/perekonomian, yakni
kerugian keuangan negara karena adanya pengguntingan uang (sanering),
gejolak moneter yang mengakibatkan turunnya nilai uang sehingga menaikkan

7 Surat Edaran Nomor: SE/03/M.PAN/4/2007 tanggal 18 April 2007 tentang Perlakuan Terhadap
Pejabat yang Terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
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jumlah kewajiban negara dan sebagainya.

Ditinjau dari aspek waktu.

Tinjauan dari aspek waktu dimaksudkan untuk memastikan apakah suatu kerugian
keuangan negara masih dapat dilakukan penuntutannya atau tidak, baik terhadap
bendaharawan, pegawai negeri non bendaharawan, atau pihak ketiga.

Menurut Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara disebutkan: (a) Dalam hal bendahara, pengawai negeri bukan bendahara,
atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian negara/daerah berada
dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan
penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli
waris, terbatas kepada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal
dari bendahara, pengawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang
bersangkutan. (b) Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris
untuk membayar ganti kerugian negara/daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat
(1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan Pengadilan
yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, pegawai negeri bukan
bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau
meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu
oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian negara/daerah.

Ditinjau dari aspek cara penyelesaiannya

(1) Tuntutan Pidana/Pidana Khusus (Korupsi)
(2) Tuntutan Perdata

(3) Tuntutan Perbendaharaan (TP)

(4) Tuntutan Ganti Rugi (TGR) *®

Perhitungan dan pembuktian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi

baru dapat dilakukan setelah ditentukan unsur melawan hukumnya sebagai penyebab

timbulnya kerugian keuangan negara. Beberapa hal yang terkait dengan

penghitungan kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. *°

Adanya kepastian bahwa kerugian keuangan negara telah terjadi, maka salah satu

unsur/delik korupsi dan atau perdata telah terpenuhi, sedangkan tujuan dilakukannya

penghitungan jumlah kerugian keuangan negara antara lain:

48 Ruchiyat Kosasih. Auditing Prinsip dan Prosedural. Ananda. Yogyakarta. 2003. him.21

9 Arifin P. Soeria Atmadja, Keuangan Publik dalam Persfektif Hukum Teori, Praktik dan Kritik,
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2007. him.4
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a) Untuk menentukan jumlah uang pengganti/tuntutan ganti rugi yang harus
diselesaikan oleh pihak yang terbukti bersalah bila kepada terpidana dikenakan
pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan 18 Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

b) Sebagai salah satu patokan/acuan bagi Jaksa untuk melakukan penuntutan
mengenai berat/ringannya hukuman yang perlu dijatuhkan berdasarkan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku dan bagi hakim sebagai bahan pertimbangan
dalam menetapkan keputusannya.

Perhitungan kerugian keuangan negara dalam hal perkara perdata atau lainnya yang

disebabkan oleh kekurangan hati-hatian perbendaharaan atau kelalaian PNS, maka

digunakan sebagai bahan gugatan/penuntutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ungkapan yang sering dipakai sebagai panduan dalam melakukan penghitungan

kerugian keuangan negara adalah without evidence, there is no case. Ungkapan

tersebut menggambarkan betapa sangat pentingnya bukti. Kesalahan dalam
memberikan dan menghadirkan bukti di sidang Pengadilan akan berakibat kasus
yang diajukan akan ditolak dan atau tersangka akan dibebaskan dari segala tuntutan.

Auditor harus memahami secara seksama bukti-bukti apa saja yang dapat diterima

menurut hukum dalam rangka untuk mendukung ke arah litigasi. Praktisi hukum,

seperti penyidik juga perlu memahami bahwa auditor bekerja dengan bukti audit

bukan alat bukti, dengan demikian perlu pemahaman mengenai perbedaan alat bukti

dan bukti audit. *°

Perhitungan kerugian keuangan negara adalah merupakan jenis audit dengan tujuan
tertentu, yakni menghitung kerugian keuangan negara sebagai akibat dari perbuatan
melawan hukum. Metode/cara menghitung kerugian keuangan negara pada dasarnya

tidak dapat dipolakan secara seragam. Hal ini disebabkan sangat beragamnya modus

*0 |ndra Bastian. Audit Sektor Publik. Saleba Empat. Jakarta. 2007. him. 44
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operandi kasus-kasus penyimpangan/ tindak pidana korupsi yang terjadi. Auditor
yang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara harus mempunyai
pertimbangan profesional untuk menggunakan teknik-teknik audit yang tepat
sepanjang dengan teknit audit yang digunakannya, auditor memperoleh bukti yang

relevan, kompeten dan cukup, serta dapat digunakan dalam proses peradilan.

Salah satu unsur yang mendasar dalam tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian
keuangan negara. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara mendefinisikan keuangan negara sebagai semua hak dan
kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa
uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung

pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pengertian keuangan negara lainnya terdapat pada Penjelasan Pasal 2 dan 3 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud

dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang

dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan
negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul, disebabkan oleh hal-hal berikut:

(1) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga
negara, baik tingkat pusat maupun di daerah.

(2) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan tanggung jawab Badan Usaha Milik
Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang
menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak
ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat dinyatakan bahwa keuangan

negara tidak semata-mata berbentuk uang, tetapi termasuk segala hak dan kewajiban



55

(dalam bentuk apapun) yang dapat diukur dengan nilai uang. Pengertian keuangan
negara juga mempunyai arti yang luas yang meliputi keuangan negara yang berasal
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) dan pada hakikatnya seluruh harta kekayaan negara sebagai suatu
sistem keuangan negara. Jika menggunakan pendekatan proses, keuangan negara
dapat diartikan sebagai segala sesuatu kegiatan atau aktifitas yang berkaitan erat
dengan uang yang diterima atau dibentuk berdasarkan hak istimewa negara untuk

kepentingan publik.

Kerugian negara berkaitan dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa
salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam mengungkapkan terjadinya tindak pidana
korupsi adalah dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Kerugian keuangan negara adalah yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum
atau tindakan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada
seseorang karena jabatan atau kedudukannya dan dilakukan dalam hubungannya

dengan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Kerugian keuangan negara tersebut dapat berbentuk:

1) Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang)
yang seharusnya tidak dikeluarkan.

2) Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang

seharusnya menurut kriteria yang berlaku.

Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk di

antaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif)

4) Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang
seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai).

3)
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5) Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada.
6) Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya.
7) Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut
aturan yang berlaku.
8) Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima®*
Menurut Penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana
telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan
negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil
temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Instansi yang
berwenang tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
adalah tiga instansi yang berwenang, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan

Pengawa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat baik di tingkat pusat

dan daerah.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah lembaga
pemerintah non departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Presiden dan Wakil Presiden. Tugas utama BPKP adalah membantu Presiden
dan Wakil Presiden mengawasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan
negara dan pembangunan, agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, sekaligus memberikan masukan bagi pembuatan kebijakan
terkait dengan itu. Menurut Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54 Keputusan Presiden
Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, BPKP bertugas

51 Eddy Mulyadi Soepardi, Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak
Pidana Korupsi. Fakutals Hukum Universitas Pakuan Bogor. 2009, him. 3-4.
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melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan

pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen, BPKP adalah institusi pemerintah yang diberi tanggung jawab luas di
tingkap pemerintah pusat untuk merumuskan dan menyusun rencana dan program-
program pengendalian, melaksanakan pengendalian umum atas keuangan pemerintah
pusat dengan mengadakan audit intern atas kegiatan Kementerian-Kementerian

Negara dan kantor-kantor proyek mereka.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 dalam Pasal 52 disebutkan, BPKP
mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan
keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Kewenangan BPKP tidak hanya sampai disitu saja, BPKP juga dapat
melakukan pemeriksaan khusus atau audit investigasi untuk membongkar kasus-
kasus yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian
negara atau menguntungkan sebagian orang. Bila ada indikasi terjadinya tindak
pidana korupsi maka acuan yang digunakan BPKP dalam melakukan audit
investigasnya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perhitungan kerugian keuangan negara adalah merupakan jenis audit dengan tujuan
tertentu, yakni menghitung kerugian keuangan negara sebagai akibat dari perbuatan

melawan hukum. Metode/cara menghitung kerugian keuangan negara pada dasarnya
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tidak dapat dipolakan secara seragam. Hal ini disebabkan sangat beragamnya modus

operandi  kasus-kasus penyimpangan/tindak pidana korupsi yang terjadi.

Penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP bertujuan:

(1) Menentukan jumlah yang dapat menjadi acuan bagi Penyidik dalam melakukan
penuntutan suatu perkara berkaitan dengan berat/ringannya hukuman yang perlu
dijatuhkan dan bagi Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan
keputusannya.

(2) Menentukan jumlah uang pengganti kerugian negara yang harus diselesaikan oleh
pihak yang terbukti bersalah bila kepadanya dikenakan pidana tambahan®?

Hasil audit merupakan hasil kerja seorang auditor yang memiliki keahlian dalam

bidang pekerjaannya. Auditor yang melakukan perhitungan/audit akan diminta

keterangan ahli yang diterangkan dalam berita acara pemeriksaan ahli, maka pada saat
persidangan auditor akan tampil di persidangan dan keterangan tersebut juga akan
berfungsi sebagai alat bukti yaitu keterangan ahli sesuai dengan Pasal 184 KUHAP.

Laporan audit dan keterangan auditor pada sistem pembuktian Pasal 184 KUHAP

adalah merupakan dua alat bukti, sehingga Penyidik cukup mencari keterangan saksi

yang mendukung maka hakim sudah dapat menjatuhkan hukuman kepada seseorang

walaupun terdakwanya tidak mengakui perbuatannya.

Seorang auditor perlu memahami dan mengidenifikasi jenis-jenis sumber informasi
sehingga semua informasi yang diperoleh dapat menjadi alat bukti yang bermanfaat
dalam mendukung atau menguji suatu fakta/kejadian. Begitu pentingnya alat bukti
dalam mendukung dan menguji suatu fakta atau kejadian sehingga perlu kiranya
seorang auditor harus seksama dalam menggunakan metode bagaimana bukti
tersebut dapat diperoleh, dan bagaimana harus mengamanakan dan mengelola bukti-

bukti tersebut. Dalam menyatakan ada/tidaknya kerugian keuangan negara dan

%2 Adam Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Alumni, Bandung, 2006. him. 63.
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berapa besar kerugian tersebut, seorang auditor harus memperoleh bukti yang
relevan, kompeten dan cukup. Untuk memperoleh bukti-bukti audit terdapat 7 (tujuh)
tehnik audit yang dapat digunakan seorang auditor, yakni memeriksa fisik,
konfirmasi, memeriksa dokumen, review analitis, wawancara, menghitung ualng dan
observasi. Dalam proses persidangan dimungkinkan terjadinya perbedaan persepsi

mengenai nilai kerugian keuangan negara yang terjadi.

E. Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Peradilan yang ideal merupakan proses peradilan yang diselenggarakan dengan asas
sederhana, cepat dan biaya ringan, yaitu asas yang mengedepankan kesederhanaan
dalam birokrasi hukum, kecepatan dalam proses penegakan hukum, serta

penyelenggaraan peradilan dengan biaya yang ringan.

Menurut Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya
ringan. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling
mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah

pada prinsip dan asas efektif dan efisien.>®

Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara
efesien dan efektif (Penjelasan Pasal 2 Ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009).
Sederhana juga dapat dimaknai sebagai suatu proses yang tidak berbelit-belit, tidak
rumit, jelas, lugas, non interpretable, mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah

diterapkan, sistematis, konkrit baik dalam sudut pandang pencari keadilan, maupun

%% Sudarsono, Kamus Hukum, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1992, him 36.
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dalam sudut pandang penegak hukum yang mempunyai tingkat kualifikasi yang
sangat beragam, baik dalam bidang potensi pendidikan yang dimiliki, kondisi sosial
ekonomi, budaya dan lain-lain. Prakteknya asas sederhana hanya dimaknai sebatas
masalah administratif belaka tanpa adanya pemahaman bahwa asas sederhana harus
menjadi jiwa dan semangat motivasi penegak hukum yang dilaksanakan secara

menyeluruh pada setiap tingkatan dan institusi.>

Cepat dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai
institusi yang dapat menjamin terwujudnya/ tercapainya keadilan dalam penegakan
hukum secara cepat oleh pencari keadilan. Bukan hanya asal cepat terselesaikan saja
yang diterapkan tapi pertimbangan yuridis, ketelitian, kecermatan, maupun
pertimbangan sosilogis yang menjamin rasa keadilan masyarakat juga diperhatikan.
Asas ini meliputi cepat dalam proses, cepat dalam hasil, dan cepat dalam evaluasi

terhadap kinerja dan tingkat produktifitas institusi peradilan.

Biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat (Penjelasan
Pasal 2 Ayat (4) UU No.48 Tahun 2009). Biaya ringan juga mengandung makna
bahwa mencari keadilan melalui lembaga peradilan tidak sekedar orang yang
mempunyai harapan akan jaminan keadilan didalamnya tetapi harus ada jaminan
bahwa keadilan tidak mahal, keadilan tidak dapat dimaterialisasikan, dan keadilan

yang mandiri serta bebas dari nila-nilai lain yang merusak nilai keadilan itu sendiri.>®

% 1bid, him 37.
% 1bid, him 38.
% 1bid, him 39.



IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perspektif penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi pasca

diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional menunjukkan adanya intervensi oleh
Pemerintah atas proses penegakan hukum dan kekuasaan kehakiman, karena
proses penegakan hukum atas dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan
wewenang dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional menjadi tertunda karena
harus menunggu dan mendahulukan proses administrasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan.

Implikasi hukum pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional terhadap penegakan hukum
atas tindak pidana korupsi adalah tidak relevan dengan asas peradilan yang
sederhana, cepat dan biaya ringan. Selain itu tidak sesuai dengan semangat
pemberantasan korupsi sebagai extra ordinary crime/white collar crime yang

memerlukan upaya penegakan hukum pidana secara luar biasa pula.
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B. Saran

Saran-saran dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah disarankan untuk melakukan revisi atas pemberlakuan Peraturan
Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis
Nasional dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, karena berpotensi mengintervensi proses
penegakan hukum dan kekuasaan kehakiman yang bebas serta tidak relevan
dengan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

2. Aparat penegak hukum disarankan untuk melaksanakan penegakan hukum
terhadap pejabat pelaksana Proyek Strategis Nasional yang diduga melakukan
tindak pidana korupsi secara profesional dan menjunjung tinggi asas kesamaan
warga negara di depan hukum, sehingga tidak menimbulkan pro dan kontra serta

menurunkan kewibawaan aparat penegak hukum pada masyarakat.
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